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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13/PRT/M/2013 
TENTANG 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air 
minum, perlu dilakukan pengembangan sistem 
penyediaan air minum yang bertujuan untuk 
membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan 
sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, 
manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan 
hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk 
melaksanakan penyediaan air minum kepada 
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan 
sejahtera; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 
Pemerintah menyusun dan menetapkan Kebijakan 
Dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM setiap 5 
(lima) tahun sekali; 

c. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu 
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan 
masyarakat; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 

Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4490); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20087 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4858); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4861); 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh 
Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan 
Penyediaan Air Minum; 
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8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2010-2014;  

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010; 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pekerjaan Umum; 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan 
Air Minum yang selanjutnya disingkat KSNP-SPAM adalah pedoman 
untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum 
bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat. 

2. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses 
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat 
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